
MASALAH PONDASI PENGELOLAAN HLJTAN: 
Pengendalian Akses Terbuka Hut an Negclra dan Peningkatan lklim investasi ' 

Iiariadi Kartodi hardjo 

1. Sebenarnya hutan negara tidak open akses, karena secara hukum dikuasai oleh 
negara. Kondisi open akses terjadi akibat lemahnya pengelolaan hutan oleh 
pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemegang ij in usaha akibat ket iga 
pihak ini dimasa lalu dan bahkan hingga saat ini lebih berorientasi kepada 
kornoditi. kayu d m  pohon. dttn bukan berorientasi kepada pengelolaan 
kawasan hut an. 

I 
. 2. Kelernahan ini rnenjadi salah satu penyebab tidak dapat dikendalikannya 

penebangan knyu, sumber terjadinya kegagalan pelaksanaan rehabilitasi hut an 
I 

rnauputl tahan. maupun lemahnya pelaksanaan perlindungan dan koi~servasi 
I hutm. Administrasi kehuta~lan yang sedang berjalan saat ini, aki bat lemahny a 

J pengelolaan kawasan. lebih diselenggrrrakan dengan tanpa acuan fak ta 
lapangan, sebaliknya menggunakan octlan dokumen dan angka yang tidak pasti 
kebenarannya. 

3 .  Ketika dari waktu ke waktu keuangan negara semakin terbatas. pemecahan 
masalah pernbangunan kehutanan sangat tergantung strategi yang di terapkan 
pemerincah, terutama dalam ha1 menetapkan prioritas kegiatan ymg paling 
tepat. Salah satu landasan. st rategi yang perlu digunakan adalah, bagaimana 
pemerintah menetapkan keputusan dadatau menjalankan kebijakan sebingga 

I 

dapat: 
a. ' Sdidak-tidaknya rnempcrtnhankan kapasitas pengelolaan hwason hutan 

yang ada s a t  ini; 
b. Berupaya dapat menarik investasi maupun peran masyarakat tint uk turu 

serta mendukung tujuan pernbangunan kehutanan pada ulnurnny a d 
khususn ya meningkat kan kapasitas pengelolaan kawasan hutan. 
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1. Aspek Produksi. Seburuk apapun kinerja IUPHHK, keberadaannya trlah 

mengisi peran pemerintah datam pengelolaan (kawasan) hutan. Dicabutnya ijin 
; C  >&. 

-< < 

IUPHHK. akibat ketemahan pengelolaan kawasan hutan yang berdasarkan UU 
- =. + '6 

Kehutanan diselenggaakan oleh pemerintah. terbukti imernpercepat kerusakan 
.be hutan. Sernentara itu. peraturan perundangan memberi rnandat kepada 

pemerintah un tuk memberi peringatan sampai dapat mencabut 1 U PHHK ynng 
kinerjany a tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah. 

2. Aspek Reha bili tasi. Pemerintah perlu menjalankan rehabilitasi hutan dan 
M a n  untuk merespon tingginya kerusakan hutan dan meluasnya lahan krit is. 
Di pihak lain. keputusan pemerintah jugs ditentukan oleh keputusan politik 

I penganggaran kegiatan ini, sehingga sasaran yang telah di tetapkan sulit 
. 

11. 
tercapai, bukan hanya akibat kegagaran hasil kegiamnnya, melainkan juga 

b,. , 
. . akibat peny impangan sejak perencanaan dilaksanakan. 

3.  Aspek Perlindungan dan Konservasi. Banyak negara berkembang telah 
melangkah untuk meman faatkan sum berday a hutan sebagai day a dukung 
lingkungan melalui perlindungan datl konservasi. namun pelaksanaan ini di 
Indonesia ~nendapat hambatan aki bat orientasi masyarakat lebi h kepada 
pemanfaatan hasil hutan dalarn jangka pendek. Bahkan orien tasi demi kian ini 
juga banyak didukung oleh pemerintah daerah. 

I " ' .  ' 4. Aspek Kawasoln, Masi h rendahny n prestasi pemerintah untuk rnenyelesai kan 
r : pengukuhan kawasan hutan mengharuskan kegiatan ini menjadi priori tas 
i .  nasional. Sementara itu, perkembangan di lapangan sudah begitu jauh melebihi 

kapasihs pemerintah untuk sekedar dapat menyelesai kan pengukuhan kawasan 
. . hutan - perlu tarnbahan instrumen penyelesaian kon flik, karena penggunaan 

kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dipacu oleh keunggulao 
komparati f investasi non ketiutanan serta desakm pertumbuhan penduduk yang 

I telah menggunakan kawasan hutan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. 
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III. MENGINTIP KEHUTANAN  MALAYSIA^ b 

. Pandangan Indonesia dalarn beberapa kasus kehutanan sering tidak sejalan 
dengan pandangan Malaysia. Terjad i nya illegal logging maupun 
penyelundupan kayu juga telah menjadi kan ketegangan tersendiri akibat 
adanya perbedaan kepent ingan maupun perbedaan potensi. Terlepns dari 
kondisi demikian ini, Malaysia teiah melakukan perubahan kebijakan 
pengelolaan hutannya, yang berperan rnernperkuat posisinya, dengan garis 
besar sebagai berikut: 

2. Manajemen Hutan 
a. Dengan in tensitas pengelolaan hutan yang cukup tinggi. yai tu antart1 lait1 

teIah adanya kawasan hutan seluas antara 5.000 - 10.000 Ha yang dikelola 
oleh ranger, maka pelaksanaan sistem si lvikultur dapat dijalankan secara 
lebi h fleksibel sesuai derlgan kondisi di lapangan (rotasi tebangan antara 25- 
35 tahun). lnventarisasi nasional yang di lakukan setiap 1 0 tahun sekali 
beserta in for~nasi lairrny a dapat digunakan untuk mela kukan kont ro1. bai k 
terhadap Unit Manajemen (swasta) y ang mengelola konsesin ya sendi ri atau 
kontrak-kontrak penebaogan yang telah direncanakan oleh pemerintah. 

b. Tingginya intensi tas pengeloiaan hutan menyebab kan efekti fnya 
pelaksanaan rehabilitasi hutan. 

3 .  Iuran Kchutanan 

a. Tiga rnactirn iuran kehutrtnan ynng diterapkan adalah: I / .  CESS (dana 
reboisasi) 1 0 RWm3lsemua jenis ukuran kualitas. royal ti/m3 berdasarkan 
dipt dan non dipt (8 RM - 57 RMlm3). dan untuk konsesi ada licence.fie 
tergantung has. in frastruk tur, maupun standing stock (sekitar 1 -000 
RMiHa). Pungutan ditetapkan berdasarkan hasil produksi, dan dibayar di 
muka. 

b. Ada expur fee 5 RMlm3 dan levy 80 unish product) - 200 (sawn limber) 
M m 3 .  

4.  Ke lembagaan 

a. Tiga lem baga pemeri n tah y ai t u Forestry Departmend Peninsuiur Mulaysiu. 
Foresr Researh Insiiiuie Malaysia (FRIM), dan MTIB mempunyai 

1 -  Hasi l kunjungan N a ~ a  Suparna (APHI), Nanang Rofandi Ahmad (APHI). Hadi Daryanlo (DtpHu; uhsewer) 
dan Hariadi Karlodikardjo [Fahutan IPB) kc Departemen Kehutanan Malaysia (Feninsuler) di Kuala Lumpur 
dan lie S m a k  F m ~ y  C'or~wulion di Kuching tanggal 7 - 10 Desernk 2005. Kelengkapan hasil kunjungan 
lapangan in i  disajikan dalam Lnmpiran. 



kedudukan sejajar dibawah Minislry of Naluval Resowes and Environme~I 
dm Ministry of Plantation Industries and Cornmodit ies. 

b. Kelembagaan ditetapkan berdasarkan prinsip check ond balance. 
Misalny a: 

{ 1). Ranger yang tugasnya melakukan pengelolaan dan manajemen hutan 
pada umumnya, kinerjanya dinilai oleh lembaga lain yaitu Malaysian 
Timber Certification Councii (MTCC ), 

(2). Dalam pelaksanaan konversi hutan untuk hutan t anman  atau 
penggunaan lainnya, yans melakukan land clearing bukan perusahaan 
yang akan menanam, 

(3). Pemerintah melakukan timber lracking dari h u h  sampai ke log yard 
di mill sire, setelah itu ditangani oleh MaIaysiapr Timber Indusfry 
Board (MTIB) - lembwga semi pemerintah. 

c. Disamping MTCC dan MTIB, juga telah lama dibentuk Malaysian Timber 
Council (MTC) yaitu lembaga swash yang tugasnya melakukan 
diversi fi kasi bahan ba k u. rnengembangkan industri dan perdagangan , 
Lem baga ini telah mempunyai cabang di London. Shanghai dan Dubai. 

d. Saat ini MTCC memiliki kekayaan (cash) sebesnr 89 jutn RM sebagai 
endowmeni /und. Sedangkan MTC mciniliki kekayaan (cask) 350 juta RM 
sebagai endowment Jund; 

e. Pembiayaan ranger di dukung oleh pemerintah federal (gaji ), pemerintah 
rlegeri (peralatan), dm dari pungutan CESS (rehabilitasi hutan). 

5 ,  NalionaZ Foresdv Council (NFC) 

a. Ketua NFC adalah Wakil Perdana Menteri, dengan anggota para Menteri. 
Lem baga iai lebih berperan mernberikan keputusan poli tik dan transparansi 
dalarn pengarnbilan kepu tusan kehutanan nasional. 

b. NFC telah menyetujui jatah produksi tahunan untuk rencana 8 tahun yang 
datanya dari inventarisasi berkala 10 tahunan. meliputi: Peninsular seluas 
42.000 Ha, Sabah szluas 60.000Ha dan Sarawak seluas 170.000 Ha. 

6. Lembaga Pengelola Hutan di Sarawak 

a. Dengan menggunakan prinsip yang salna yaitu check and balance, 
pemerintah Sarawak telah membentuk Surmuk Forestry Corporarion (semi 
pemerintah) melalui Undang-Undang yang disetujui DPR pada tahun 1 995. 
Lembaga ini lnenangani seluruh aspek pengelolaan hutan - termasuk tugas- 
tugas ranger seperti yang di lakukan di Peninsula, bwikut kewenanganny a 
melakukan peny idikan. 

b. Lembaga dengan tenaga kerja 941 orang ini direkturnya ndaIah mantan 
Direktur Dell (perusahaan komputer Arnerika untuk Asia Pasi fik). Lembaga 
ini terns menerus melakukan pengembangan tata kerja yang efisien. 
Efisiensi yang telah dicapai antarn lain ditunjukkan dengan penurunan 



budget Iernbagu ini sa~npai 25% dari budget tahun 2003 akibat cara 
kerjan ya yang lebih etisien. 

c. Saat ini Sarawak fbreslry Corporalion sedang rneningkat kan t ugas 
pelay anan pub I iknya dengan ~nengadopsi stand ar quality ussurance ISO. 
Keempat aspek yang akan mendapat standar IS0 yaittl: layanan wengenai 
smiainable forestry and compliance, security and asset proteciion. malerial 
flow, serta land lase (stakeholders and cmfomer re farion). 

7. Bentuk organisasi nasional kehutanan Peninsula dan Sarawak: 

Gam bar 1 beri kut menunjukkan organisasi nasiona I kehutanan di Malaysia. 
fokus kepada wilayah Peninsular dan Sarawak. Bentuk organisasi ini 
menunjukkan bnhwa: 

a. Pemerintah berfokus kepadsl pengelolaan hutan denpan telah 
menyelesaikan masalah tata ruang dan hak-hak atas sumberdaya alam; 

b. Pemerintah bersama swasto nlcmben tuk lembaga-le~n haga untuk 
menangani administrasi dan manajemen pengelalaan koinodit i hasi l 
hutan; 

c.  Utlt u k legiti masi keputusan-keputusan secara nasional di bentuk 
Naiional Foresrry Council dengan ketua Wakil Perdana Menteri dan 
anggota seluruh Menteri. 
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Gambar 1. Letnbaga Kehutanan Peninsular dan Sarawak, Malaysia 
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8. Dari perGelasan di atas dapat ditunjukkan bahwa Malaysia relah melakukan 
perubahan mendasar kebijakan kehutanannya. yaitu: 

a. Dari orientasi komodi t i ke orientasi pengelolaan kawasan hut an dan lnampu 
menyediakan informasi bagi keputusan-keputusan penting dalam 
pelaksanaan manajemen hutan; 

b. Menyat ukan kapasitas pemerintah federal, pemerintah negeri (sfare), 
pemerintah bagian (set ingkat kabupaten) serta pengembangan lemb~ga semi 
pemerintah un tuk ~nengurangi kelernahen (kekakuan) lem baga-lembaga 
pemerintah; 

c. Mewujudkan kepastian usaha drrn i klim investasi yang kondusi f. melalui 
debirokratisasi dan penurunan biaya ekonorni. 

8. Faktor paling mcnonjol dari pengelolaan hutan Malaysia adalah adanya 
kemandirian kebijnkan setiap negeri (Penninsular, Sarawak. Sabah) sebagai 
negara federasi. Faktor dem i kian ini perlu dipert i~nbangkan dalarn kebija kan 
dekonsentrasi. desentralisasi. rnaupun devolusi dalam pengelolaan hutan di 
Indonesia. Kemandirian tersebut telah mewujudkan tanggungjawab sekal igus 
resiko yang hams ditanggung oleh masing-masing pihak. 

9. Perbaiknn pengelolaan hutan di Malaysia pada umumnya dicapai melalui 
inovasi kelembagaan dengan memben tu k tembaga semi pemerintah. penataan 
kewenangan dan sistern pertanggungjawaban unruk mewujudkan check and 
balance. serta debirokratisasi dm efisiensi kerja lembaga pernerintah. 

7 . Berdasaskat~ inasalah dan strategi. di lema yang di hadapi pemerir~ tah saat in i, 
serta dengun memperhatikan apa yang telah berjalan di negara tetangga 
tersebut di atas, maka tujuan 5 tahun rnendatang bagi Departemen Kehutanan 
adalah dapat diwuj udkannya danlatau di kuat kannya lembaga pengelola hutan. 
sehingga tersedia infomnsi dan perangkat manajemen lainnya untuk 
mewujudkan kepastian ruang kelola bagi seluru h pelaksanaan produksi, 
rehabilitasi maupun perlindungan dan konservasi surnberdaya hutan. 

2. Tercapainy a tujuan tersebut merupakan landasan bagi tercapainya visi 
pembangunan kehutanan yai 111: "Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan un tuk 
Menjamin KeIestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat" sesuai dengan 

1 
1 

'I. 



Rencara Strategis Departemen Kehutanan 2005-2009 yang telah ditetapkan 
dalam Perat uran Men teri Kehutanan No. P.04IMenhut-I 112005. 

3 .  Hambatan pokok dapat dicapainya tujuan dalam butir 1 di atas. adalah masih 
tingginya orientasi pada komod i tas (kayu. pohon. bi bit, dl I )  dari lembaga 
rnaupurl unit kerja saat ini. masih tinggi~iya perbedaan kepentingan antar 
lem baga maupun unit kerja. serta lemahnya kapasitas pemeri n tah dalam 
melaksanakan pengelolaan hutan. Oleh karerla itu. kebijakan nasional dalam 5 
tahun mendatang diusulkan sebagai berikut : 

a. Pencegahan Penurunan Kapasitas Pengelolacm Hutan oleh Swasta dan 
Peningkatan Peran Masyarakat 

( 1). IUPHHK perlu diklasi fikasikan ke dalam tinggi-rendahnya 
kernampuan pengelolaan hut an. Kebijakan kehutanan hendaknya t idak 
kontra produkti f terhadap keberadaan IUPHHK yang rnasi h dapat 
menjadi penapang dalam melakukan per1 indungan kawasan hu tan. 

(2). Kcpastian adanya ijin danlatau hak-hak khusus bagi masyarakar 
terhadap kawasan hutaa yang telah tidak dibebani hak perlu segera 
dilakukan. Hak khusus dalam kaitan ini perlu dicarikan landasan 
hukumnya. guna mengatasi terjadinyn perluasan akses terbuka hutan 
negara. 

(1). Kejelasaa Tanggungjawab. Seluruh lern baga, bai k peinerintah 
maupun swasta. yang mempunyai tugas dalam pengelolaan kawasan 
hutan tertentu (BUMN. IUPHHK. Tahura, BTNIBKSDA) periu 
di lakukan evaluasi permasalahan yang dihadapi. kapasitns maupun 
di tata kembali tugas pokok dan fungsinya agar mendapat kan 
tanggunaawab secara mandiri. Kej elasan ukuran kinerja setiap 
lembaga diharapkan dapat mendorong tenvujudnya profes ionalistne. 

(2). Chcck and balance. Tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di 
dalam Departemen Kehu tanan diarahkan un tuk melakukan pengurusan 
dan pengelolaan hutan. Adapun pengurusan komoditi, serti tikslsi 
profesi, penilaian kinerja. maupun standardisasi ~nateriallproduk 
diserahkan kepada BUMN. lembaga asosiasi swasta, le~nbaga pi-ofesi 
kehutanan. atau le~nbaga independen yang ditunjuk Mentexi 
Kehutanan. 

(3). Kuherensi Kegiatan. Dengan sem akin terbatasny a anggaran 
pemerintah, maka peningkatan efektivitas kegiatan perlu dilakukan. 
Qleh karena itu, selu~uh kegiatan daIam lingkup unit kerja Departemen 
Kehuteoan (pengukuhan kawasan, Gerhan, pengembangan usaha. 
perlindungan dan konservasi) perlu diarahkan untuk menyelesaikan 
masalah dalarn wilayah atau unit pengelolaan hutan tertentu. 
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4.  Kebijakan kehutanan dalarn 5 tslhun mendatang, dengan ke terbatslsan kepasitas 
pemerin tah relati f t erhadap besarnya masalah di lapangan, perlu diarahkan 

a 
I untuk memerankan lern buga non pemerintah. asosiasi, kansul tan, serta 

1 

1 perguruan t inggi. baik sebagai pelaksana kegiatan mnupun sebagni bagian dari 

I sistem check and balance guna mewujudkan akuntabi litas pelaksonaan 
kebijakan. 
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1. Kajian tentang BUMN Kehutanan, khususnya PT INHUTANI, teiah dilakt~kan 
oleh Meneg BUMN, tetapi sampai saat ini belum terdapat implementasi dari 
kajian tersebut. terutama tentang penguatan fungsi dan tugasnya. B U M  dapat 
dl kuatkan perannya apabila Iembaga ini segera dilakukan restrukturisasi dan 
mendapat penugasan khusus untr~k lnenyelesaikan kegiatan pengu kuhan 
kawasan dsn pengelolaan hutan. Tolok ukur keberhasilannya adalah terdapat 
kawasan hutan mantap dan terhta dan terdapat perkembangon investasi swasta 
di dalamnya. 

2, Keberadaun asosiasi di bidang kehutanan dan industri hasil hutan swt ini, 
seperti MPI. APHI, APKlNDO. ISWA. Asosiasi lndustri Kertas. dll,. serta 
BRIK perlu dikaji uIang dan dibentuk organisasi baru dan atau penguatan yang 
telah ada dengan tujuan agar sasamn dan kebijakan Iembaga-lernbaga ini 
sejalan dengan masalah - masalah pokok pengelolaan hutan dan industri hasil 
hutan yang harus segera dipecahkan. 

3. Sistern penilaian kinerja bagi pelaksanaan kegiatan k t  hutanan di lapangan - -  
termasuk penilaian kinerja oleh LPI, hendaknya diperbaiki agar dicapai 
pelaksanaan penilaian y ang repat dan kredi bel. Unt uk itu keberadann lembaga 
independen seperti LEI rnaupun perguruan tinggi perlu diakomodasi kan unt uk 
menjadi bagian dari pelaksannan cbtack ~ n d  balclnce dalam penyelenggaman 
kehutanan. 
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P ' -, Lampirau 
a . FIELD REPORT-1 

I Kuala Lumpur 7 Dcsember 2005 

Manajemen Hutan 
by I . Pe~ncarraan Kehutanan dilakukan inven tarisasi period; k sepuluh tahunan (untuk 

nasional; diameter> 10 cm. dengan menggunakan p101 sumpling), Terakhir dilakukan 
mhun 1997 oleh FA0 (Penninsular) dan di setiap ranger (5.000 10.000 Ha) 
dilakukan inventarisasi dan rencana tahunannya; Biaya inventarisasi sekilar 1 juta RM 
(300,000 US$) untuk selunth pelaksanaan di Malaysia. Biaya ini sebesar 75 RM (22.5 
U S $ I a ,  tree marking sebesar 100 RM (30 US$)/Ha, dan biaya penyusunan rencana 
sebesar 200 RM (60 US$)lha. 

2. Silvikultur : dilakukan tebangan diameter minimal 45 cm non dip1 (dipt 55~111); 
Cutting limit dapa! k r W a  krdasarkao block. Luas blok (pea, di Indonesia) anlara 
100 - 200 ha Flotasi 25-35 tahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi blok; Ada 
kcbebasan untuk memilih berdasarkan kondisi tempat dan waktu mtasi tebang: 32 
pohon illti dengan diarnter 30-35 cm: 

3 ,  Soal kawmn sudah slesai dengnn tala ruang; hutan konversi tidak ada lagi: 
permanen forest untuk produksi dan konservasi: 

4. Penninsula: pemerintah sebagai forest manager. sistern kontrak tebangan tahunan 
(pemerin tah menj ual tegakan, lelang, di tingkat ranger); 

5. Konsesi paling besar 10.000 Ha waktu 10 tahun tebmg 300 ha per tahun. Waktu bisa 
fleksible 10. 20, 40 th tergantung luas hutan. Kecuaii di Sab* 1.QQ,%QQO Ha konscsi 
100 th, di bawah Sabah Foundation. 

6. Hutan-hutan pmeri~ltah diseni fikasi oleh MTCG. 
lumn Kehutanan 

1 .  CESS (dana reboisasi) 1 0 RM(3US$)lm3/semua jenis ukuran kualitas. banya untuk 
rehabilitasi hutan. 

2. Royaltilm3 ditetapkan oIeh setiap [legara bagian dan jenis kayu. Untuk kelompok 
Meranti sebesar 8 RM (2.4US$)/m3 - 57 BM ( 1 7.5US$)/m3. 

3. Rata-rain harga tender antar 7000 - 8000 RMlHa dengm potensi produksi 60 m3ha  
(produksi) (potensi 300 m3 10 cm up); ada down payment dan bayaran lanjutannya 
tergantung kayu keluar. 

4. Untuk konsesi ada Jisenct fee tergantung has. infrastruktur, swqdmg stock sebesar 
1.000RM (300 US$)/Ha: 

5.  Semua pungutan diserahkao liepada pemerintah dan dibayar di muka (DP). 
Perhi tungal herdasarkan kay u y ang keluar dari hutan pada setiap penut upan kcgiatan. 
Apabila pembayaran lebi h akan dikembalikan atau curry over. apabi la kurang akan 
ditagik pembayamn tambahan, 

6. Pemerintah melakukan timber trucking dari hutan sampai ke log yurd di mill .vile. 
setelah itu ditangani oteh MTIB: 

7. Ada expor fse 5 RM (3US$) Im3: ada levy 80 (48US$../inish producl) - -  200 (60 US$. 
suwn t im her) RM/m 3. 

Nofe: 



Nilni pungutan yang murah ditetapkan berdasarkan m3; yg mahal ditetapkan 
berdasarkan Ha. (Ha lebih pasti angkanya! !) 

Kelembagaan 
1. Setiap wilayah ranger lerdiri dari sekihr 50 wing dm bmtupas melakukan 

pngelalaan hutan dan monitor lugging arelr; 
2. Ddam pelaksanaan konversi hum. yang melaki~kan penehgan bukan perusahaan 

yang akan menanam: 
3. Mulaysicm Timber C'erdiJiuuriun C buncil (MTCC) mempunyai 89 juta RM sebagai 

endowment .furltt Mu/uy,riu~ T i m h ~ r  Council ( MTC) mempun yai 3 50 j uta RM sebagai 
endowment find 

4. Ranger di dukung oleh federal (gaji), peralatan (state), dan opemi rehabilitasi dari 
CESS; 

Nrebhzal Formfry Council 
1. Menentukan jalah produksi tahunan untuk 8'"- datanya h i  inventarisasi berkala 10 

tahunan 
2. Retumya adalah Wakil Perdana Menteri. anggota para Menteri: lebih kepada 

keputusan p l i t i k  dan transparansi dalam pngambilan keputusan 
Kebijakan Nasiona! 

I Tiga lem bags pwerinlah yaitu Foresly Drpmrment PeninsuIar Molqmiu, Forrsr 
Researh ins/itute Malaysia (FRTM), dm Malaysian Timber Industry Board (MTI B) 
mempunyai kedudukan sej aj ar di bawah Ministry of NaturuI Resources uad 
Environinenl dm Minis fry o,SPlanta~ion lnduslries and Commodities. 



FIEL REPORT-2 
Sarawak. 8-9 Deseinber 2005 

Pengelolaan Hu tan oleh Sarawak Forestry Corporation 

1.  Sarawak memiliki hutan seluas 6,l juta Ha terdiri dari hutan produksi 5 juta Ha dan 
hutan lindung/konservasi 1-ljuta Ha. Perall kehutanan thd GDP sebesar 5%. Nilai 
ekspor log (40% dari total produksi lag Sarawak) tahun 2004 sekitar 16% dari total 
ekspor Sarawak. Pcndapatar~ kehutanan sekitar 40% dari total pendapata~l Sarawak. 
Pemerintah Federal tidak meneria~a sama sekali pungutan kehutanan. Y ang djsetor 
kepada pmerinrah t'ederzl adalah income tax. 

2. Dalam pengelolaan hutaonya, pernerintah sarawak melalui DPRnya tahun 1995 
membentuk LYffru~~uk Foresrry C'orpurulion Ordin~mce. , S L I ~ U + I ' L ~ ~  Furestt;18 
C'orporcrrion (SFC) milik pemerintab ini dijalankan dengan manajernen swasta. 
-Direkturnya saat adalah bekas Direktur Perusahaan Dell (komputer) untuk Asia 
Pasifik. SFC memiliki fungsi sebagai pengelola hutan. sedangkan pemerintah 
menjalankan tugas administrasi. 

3. SFC yaag memiliki tenaga kerja 941 orang tersebut bertaaggungjawab kepado 
Menteri Perencanaan dan Sum berdaya, dan rnernpunyai tugas darl ti~ngsi dalatn 
pelaksanaan pengelalaan hutan (mulai darj penyelesaian lnasalah 11ak atas tanah dan 
hutan. inventarisasi hutan. sa~npai melakukan penangkapan terhadap orang yang 
melanggar atau mencuri kayu di hutan). tetapi tidak menjalankan usaha komersial. 
SFC sebagai B U M  ini bekerja secara profesio~~al yang antara Iain ditarldai dengan 
kebutuhan anggaran yang setl~akin menurun karena semakin efisien. Anggaran saat 
ini tururl 25% dari ariggaran tahun 2003. lumlah anggaran SFC tahun 3005 sebesar 
8% dari jumlah royalty pengusrthaan hutan yang dikumpirlkan oleh lernbnga ir- l i .  SFC 
sendiri memungut dari royalty tersebut 1 R M  (0.3 US$)/m3 log untuk pendaoaannya 
disamping mendapat gra11t dari pemerintah. 

4. Royalty yang dikenakan sebesar 90 RM (37 US$)/m3 untuk log dari hutan alam. 
sedangkan dari hutan konversi besarnya royalty sebesar 1 2 RM (3.6 US$)/pohon 
untuk seluruh kayu-kayu berdianeter < 40 cm. Sedangkan kayu yang berdia~neter 3 
40 cIn ksarnya royalty 90 RM (27 IJS$)lm3. Selain royalty tersebut, pernerintah juga 
mengenakan CESS (rehabiliruriun ,/lie) sebesar 10 RM (3 US$)/m3 (khustts untuk 
pelaksanaan f isi  k rehnbiii tasi hutan) dan premium untuk konsesi seksar rata-rata 
sebesar 1.000 RM (300 US$)Ma tergantung luas, kondisi infrastn~ktur dan potel-lsi 
hutan (digunakan bukan hmya untuk sektor kehutanan). Pemerintah Sarawak tidak 
mengenakan pajak e kspur terhadap seluruh e kspor hamil hu tannya. 

5. SFC memiliki 6 devisi (business unit) yaitu: 
a. ruin[/ Ale ,Ji)re.s~ry u n ~ l  ootr~pli~~ucg 
h. Security ~rnd crsser proree! ion 
c. C'~)rj?or~iI~ xervice 
d Protc.r.re J UI'CCI und hiodil't'l'.~iiy con~er  i -~ l~ ion  
e. Appl ied.jilt.u.st scirncr und industry d e v e l o ~ ~ m m  I 

. Stm~sgic plunning .~pesi~rI projecf crnd Iimd r~se 



Saat ini SFC sedang meningkatkan tugas playanan publiknya tersebut dengan 
mengadopsi standar qualily asslrrunce ISO. Keernpat aspek yang sedang akan 
menda pat standar in i yai t u : !a yanan mengenai .sti.stainu& Ie . f r y  und compIiunce, 
security and asasre( prolect ion, muterial .flow. sertu Iund use (srukeholde~s und 
cusf omer relitlion). 

ludustri Kayu Lapis 

6. Harga log di Sarawak terus naik, saat ini rata-ratn sekitar 150 - 1 60 US$lm3 untuk 
diameter > 60 cm dan 135- 140 US$/m3 untuk diameter < 60cm. Sedanpkantuntuk log 
dengan kualitas rendah (gerawong. dl1 ) harganya seki tar 20 US$lm3. 

7. Untuk kasus di PT. Kuching Plywood, biaya produksi kayu lapis sekitar 130 US$/m3 
(tanpa biaya Iog: I Q- 1 1% labor cost), produksi kayu lapis 75-80% diekspor ke Jepang 
dan sisanya ke Taiwan atau Cina. Perusahmn ini 90% kebutuh bnhnn bakunya 
diperoleh dari konsesi sendiri dari 10% di beli dari pasar dalam negeri ekspor, yaitu 
se bensar 1 50- 1 60 US$/m3. 

8. Kebijakan ekspor log disebut sebagai kebijakan untuk mempertahankan reIasi bisnis 
secara tradisional. Kebijakan ini di satu sisi membatasi ketersediaan bahan baku 
industri di dalam negeri, tetapi di sisi lain jugn meningkatkan efisiensi kerjn dalam 
industri perkayuan. 

IUegaI Logging - PenjeIasaa Direktur SFC (di luar agenda pertemuan) 
1. Apakah bisa masuk ke Indonesia menangkap masyarakat Sarawak yang katanya 

mencuri. Ini tidak mungkin dilakukan. 
2. Bagairnana mencari sulasi ink. in formal meeting untuk sharing in fiirmasi sangat 

pen ting. 
3. Illegal logy ing tidak rnengunt unghan Sarawak. karena herakibat tidak ada logging di 

Sarawak korrna banyak kayu dari illrgul kugging; Admya kayu dari Indonesia tidak 
n~enghasilkan revenue bagi Snrawak. ha1 ini karena tidak ada pajak ekspor (hanya 
royulty dari tebangan sendiri): Log taundring I idak ada; Meski ada juga perusahaan 
yang nakal; 

4. Tidak dapat arnbil tindhan adanysl krtyu-kayu yang sudah ditebang di kawasan 
Indonesia. 

5. Ada pertentangan dengan TN I yang melindungi sawmill liar yang letaknya 
diperbatasan: joint pernetaan untuk kepastian posisi pelaku, dimma lokasi .vu~vnill liar 
yg di Sarawak sudah ditindak. 

6.  Kayu yang masuk ke Snrawak juga merugikan FMU di Sarawak yang sedang 
menjalankan SFM. 

7. Sudah menindak-lanjuti yang berkaitan dengan laporan adanya penggurlaall he1 i kopter 
dal an1 pela ksanaan illegal Iogging 

8. Sudah menggunakan IS0 untuk 4 ha]: penyelesain tenurial, hukum dan operasional 
pelaksanaannya, compliance. dan material now. 

9. lnfonnal meeting perlr~ tenls dilanjutkan untuk tataran operasional bukan diplamatik. 


